KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal dari unsur Komisioner dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kendal;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
telah melaksanakan rapat pleno untuk membentuk
dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Nomor 44/PK.O1-
BA /3324 /2025 tanggal 15 September 2025;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan‘ Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal _tenténg Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Inte-gritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolus1 .dan Nepobsme (Lembaran Negara

_Repubhk Indones1a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republ;k Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomo.rh 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan .Lembaran_ Negara Repubﬁk Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pldana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 6409);

Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemlhhan -Umum- (Lembaran Negara Republik

Indonesia .. Tahun 2017. Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemeérintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-undangn Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemlllhan Umum menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 81 .Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ; '
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunﬁéh’_ Aparétur Negara dan

" Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 -

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi- Rc_-p_ublik Indonesia Nomor 90

Tahun 2021 tentarig Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah -

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
444); .

. . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah bébefapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, d_an. . Komisi - - Pemilihan Umum
Kabupateﬁ /Kota (Berita Negara Repﬁblik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);
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Menetapkan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja " Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berifa Negara Repﬁblik Indonesia
Tahun 2020. Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
.kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tuvgas,' Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata
Kerjé Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umuim,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,/Kota

(Berita Negara Republik” Indonesia Tahun 2023 Nomor
826); . |

8. Keputus'an Komisi Pemillhan Umum  Nomor
314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pel_nilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Prbvin_si dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356
Tahun 2023 tentaﬂg Pedoman "I.‘éknis Pehyelenggaraan
Sistem Pengeﬁdalian Intern Pemerintah d‘i Komisi
.Pemil.ihan ' Umurh., Komis-i.Per‘nihlihlaln Umum Provﬁnsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH ' BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL. |
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk dan menetapkan Tim _Pembangunén Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yang terdiri dari:

1.
2.

Pengarah;

Pelaksana: -

a. Tim Manajemen Peri‘.ibaﬁan;

b. Tim Penguatan Tata Lakéana;

c. Tim Penataan Manajemen Ai)aratur Sipil Negara;
d. Tim Penguatan Pengawasan,

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang mer.upakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.
Tugas Tim sebagaimana d1maksud dalarn letum KESATU
adalah: '

1.

Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona
Integritas menuju .Wilayah. Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersili dan Melayani;

Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan
teknis terhadap pelaksanaan - pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan

‘Komisi Permhhan Umurn Kabupaten Kendal;

Mempers1apkan ‘dan . meélaksanakan sasaran
pembangunan Zona Integritas’ menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di hngkungan Kabupaten Kendal,

Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas

menuju Wﬂayah Bebas dari~ Korupsi dan Wilayah -
Birokrasi Bers1h dan Melayani yang d11akukan secara

rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim

" Pengarsh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah: -
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1. Penéarah,-beftugas:

a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan
pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani; ‘ _

b. Memberikan arahan dalam:penyusunan rencana kerja
di masing-masing tim; ' -

c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan

sasaran reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak
pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak
pada masyarakat;

d. Memonitor  dan mengevaluasi pelaksanaan

pembangunarn Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani tét_ap berjalan konsisten, terarah
sesuai dengan peta ja.lén, dan berkelanjutan;

e. Melaporkan  hasil monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan‘_ Melayani'_s'eqara_ ,ﬁertulié kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kébupéte‘n‘ Kendal secara
berkala dan berkelanjutan;

2. Pelaksana, bertugas:

a. Ketua: . o
1. Membangun koordinasi dengan Tim Kerja dan

memfasilitasi, monitoring, - ' evaluasi dan -

pengawasan yang efektif untuk mencapai

pembangunan Zona Integritas di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dan
2. Melaporkan hasil  pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua -

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
b. Tim Manajemen Perubahan:
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1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai
instansi pemerintah dalam melakukan
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi'dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

2. Menibentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja
Instansi;

3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang
dlsebabkan kemunglﬂnan t1mbulnya resistensi
terhadap perubahan

4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi
terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia;

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Pembangunan Zona Integrltas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wﬂayah B1rokra81 Bersih

" dan Melayani;

. Tim Penguatan Tata Laksana:

1. Memastikan Standar Operasmnal Prosedur telah
ditetapkan; '

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
| keterbukaan informasi publik;

. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kendal;

2. Mehiﬁgkatkan profésionalisme sumber daya
maﬁusia;

3. Menetapkan kerja individu

4. Menegakkan aturan dlSlphn/ kode etik perilaku
pegawa1, dan

5.-Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

. Tim Penguatan Pengawasan'

1. Melakukan Public Campazgn

2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;

3. Melaku_l;an koordinasi . .dengan - Inspektorat
mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan

korupsi;
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KELIMA

f. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1.

Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal; '
Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal;
Menyusun Rencana . Strategis Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal dengan melibatkan

Pimpinan;

. Mendorong pimpinan untuk memantau

pencapaian kinerja secara berkala;
Melakukan pemutakhiran data kinerja secara
berkala (E-Monev);

g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

1.

6.

Menlngkatkan kualitas pelayanan publik yang
lebih cepat murah, aman dan mudah dijangkau;

. Menmgkatkan indeks . kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggara pelayanan publik;

. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya

penerapanvpelayanan dalam upaya penerapan
" pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika,
capability building, pelayanan prima);
b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media;
c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan- untuk

diberikan reward/ punishment,

d) Menyiapkan . sarana iayanan ,

teradu/ terintegraéi}

e) Membuat inovasi pelayanan;

. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan;
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses
secara terbuka; dan

Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupst dan Wilayah B1rokra51 Bersih dan Melayani di

lingkungan Komisi Pemlhhan Umum Kabupaten Kendal
sebagaimana  dimaksud dalam  Diktum KESATU
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bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yashinta Sastaviana Hikmania
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG . PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN -~ ZONA  INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI' ‘DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

No.

NAMA

KEDUDUKAN |

‘JABATAN , S
DALAM TIM

(1)

)

"PENGARAH

N @

Khasanudin, S.H., M.H.

Pengarah |
“Ketua'-- | . merangkap

Ketua

Didin Riswanto, S.Sos.I.

Pengarah
Anggota merangkap
o Anggota

Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.

Pengarah
Anggota merangkap
Anggota

Puthut Ami Luhur, S.Kom., M.Kom. .’:-:Aﬁggota; - : mefangkap

Pengarah

Anggota :

Rizky Kustyardhi, S.A.P.

Pengarah
~ Anggota merangkap

Anggota

PELAKSANA

1.

Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.

Sekretaris Ketua
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o ..| KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN B
B | | pALAMTIM
) @ N @)
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
| Kepala Sub Bagian | Koordinator
1. | M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M. | Perencanaan, Data, merangkap
dan Informasi Anggota
Sriyant_p, S.E. Staf Pelaksana Anggota
‘Syaichul Bakri Staf Pelaksana Anggota
Moch. Amin Khamdani, S.E. Staf Pelaksana Anggota
'IL. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA B R o
| T Kepala Sub Bagian | Koordinator
1. | Triana Widyas Tutik, A.Md. . - Keuangan, Umum | merangkap
" dan Logistik Anggota
2. | Fitri Eko Lestari, S.E. Staf Pelaksana Anggota
3. | Florentina Paula Putri Gany, S.E. Staf Pelaksana Anggota
4. | Subeki Staf Pelaksana - Anggota
5. | Nico Fander Samudra, S.Kom.- . - Staf Pelaksana Anggota
6. |Jumakno Staf Pelaksana Anggota
7. | Abdul Latif Staf Pelaksana Anggota
8. | Suhartono Staf Pelaksana Anggota
IIl. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
. ] R . Koordinator
Arief Rakhman Muttaqgien, S.H., | Kepala Sub Bagian
1. merangkap
M.M. Hukum dan SDM
: Anggota
2. | Fadlan Staf Pelaksana Anggota
3. | Prihasmoko Arisetiawan W, S.E. Staf Pelaksana Anggota
IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN .« ”
| Kepala Sub Bagian
" Teknis
_ . Koordinator
Yashinta Sastaviana Hikmania, | Penyelenggaraan
1. Lot L S merangkap
S.IP., M.A. Pemilu, Partisipasi
. < S ~ Anggota
dan Hubungan
Masyarakat
Devy Ayurini, S.H. Staf Pelaksana Anggota
3. |Isrok Heru Priosetiono, S.Ds. Staf Pelaksana Anggota
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Kepala Sub
Bagian Koordinator
1. | M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M. Perencanaan, merangkap
Data dan Anggota
Informasi
2. | Sriyanto, S.E. Staf Pelaksana Anggota
Syaichul Bakri _ Staf Pelaksana Anggota
4. | Moch. Amin Khamdani, S.E. Staf Pelaksana Anggota

Koordinator

Arief Rakhman Muttagien, S.H., | Kepala Sub Bagian
s merangkap
M.M. Hukum dan SDM
Anggota
Fadlan Staf Pelaksana Anggota
Prihasmoko Arisetiawan W, S.E. Staf Pelaksana Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
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